
 

 
 

 
 

 

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI MALINAU 
 

NOMOR 34 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 
DESA SETIAP DESA KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI MALINAU, 

 

Menimbang: a.   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka  

perlu  melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati 
Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019; 
 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam pada huruf a diatas perlu menetapkan Perturan 

Bupati Malinau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian 
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupeten 

Malinau Tahun Anggaran 2019. 
 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  175  
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3896) sebagaimana telah diubah dengan   Undang-
Undang   Nomor   7   Tahun   2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan   
Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Nomor 3962); 

 
2. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan   Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   
Nomor 5495); 

 
 

            3.  Undang-Undang........ 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  
Nomor  246,  Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor123,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 
 

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

 

6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 
Rincian Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  

Tahun  Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 225); 

 
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah dengan    Peraturan    

Menteri    Keuangan    Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 

 

8. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); 
 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 
 

        10.  Peraturan Menteri......... 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 

tentang Penyaluran  dan  Penggunaan  Transfer  ke  Daerah  
dan  Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 

2019 untuk Mendukung Percepatan     Rehabilitasi    dan     
Rekontruksi Paskabencana Gempa Bumi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521); 

 
12. Peraturan     Daerah     Nomor     4     Tahun     2015     

tentang Penyelenggaraan  Pemerintahan    Desa   
(Lembaran    Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 

4); 
 
13. Peraturan  Daerah  Nomor 13  Tahun  2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan   Belanja   Daerah   Tahun   
Anggaran   2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2018 Nomor 13); 
 

14. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Änggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  
Tahun  Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun Anggaran 2018 Nomor 73). 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 3 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN 
MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa 
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 10 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni 

ayat (1a) setelah ayat 1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB IV  
PENGGUNAAN DANA 

DESA  

 
Pasal 

10 
 

(1)     Dana   Desa   diprioritaskan   untuk   membiayai   pembangunan   
dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemenuhan kebutuhan 
dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan 

potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan. 

 
                (1a)  Prioritas......... 
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(1a) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
masyarakat Desa   berupa   peningkatan   kualitas   hidup,   

peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta 
peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. 

 
(2)  Dana  Desa  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  

tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati. 

 

(3)  Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa. 

 
 

2. Antara Pasal 10 dan BAB V PELAPORAN DANA DESA Pasal 13 
disisipkan 2 (dua) Bagian Baru yakni Bagian Kesatu Bidang 
Pembangunan Desa yang terdiri dari Pasal  10A,   10B,  10C, 10D, 10E, 

10F dan 10G  dan Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Desa yang terdiri dari Pasal  10A1, Pasal 10B1 dan Pasal 10C1 sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Bagian Kesatu 
Bidang Pembangunan Deesa 

 

Pasal 10A 
 

(1)  Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman 
pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan 

yang dibiayai dari Dana Desa. 
 
(2)  Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber 
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan  dengan  lebih  banyak  

menyerap  tenaga  kerja  dari masyarakat Desa setempat. 
 

Pasal 10B 
 

(1)  Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

 
(2) Pemerintah daerah Pemerintah daerah dapat melakukan 

pendampingan atas penggunaan Dana Desa. 
 

(3)  Pendampingan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 10C 
 

(1)  Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diutamakan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial 
dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas 
hidup masyarakat. 

 
 

 
           (2)  Kegiatan  pelayanan  . . . . . . . . . .  
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(2)  Kegiatan  pelayanan  sosial  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  

ayat  (1)  meliputi: 
 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 
sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 

 
1. lingkungan pemukiman; 

 
2. transportasi; 
 

3. energi; dan 
 

4. informasi dan komunikasi. 
 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 
sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan 
kebutuhan: 

 
1. kesehatan masyarakat; dan 

 
2. pendidikan dan kebudayaan. 

 
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

sarana   prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung 

Ekonomi Desa yang meliputi: 
 

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan 
pangan; 

 
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek 

produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan 

 
3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif 

meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 

 
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan 
kebutuhan: 

 
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
 

2. penanganan bencana alam; dan 
 

3. pelestarian lingkungan hidup. 
 

(3)  Pengadaan,  pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  
sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan 
ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

 
 

Pasal 10D......... 
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Pasal 10D 
 

(1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi 

masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting). 
 
(2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. penyediaan air bersih dan sanitasi; 
 

b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita; 
 
c.  pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil 

atau ibu menyusui; 
 

d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala 
kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; 

 
e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk 

memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; 

 
f. pengembangan ketahanan pangan di desa; dan 

 
g.  kegiatan penanganan kualitas hidup  lainnya yang

 sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa. 

 
Pasal 10E 

 

(1) Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  diutamakan  membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk menciptakan 
lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi 

bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa. 
 

(2)  Program  dan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara  

lain bidang kegiatan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, 

embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga  desa 
sesuai dengan kewenangan desa. 

 
(3)  Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa 

bersama. 
 

(4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. 

 
 
 

Pasal 10F........ 
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Pasal 10F 

 
(1) Penanggulangan kemiskinan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (2) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan 
padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat 

desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan 
stunting. 

 
(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan 

sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di desa. 
 

(3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk 

bidang pembangunan desa  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  
persen)  digunakan membayar  upah  masyarakat  desa  dalam  rangka  
menciptakan  lapangan kerja. 

 
(4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan  dalam  pelaksanaan 

kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa. 
 

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat 
musim panen. 

 

Pasal 10G 
 

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat 
mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa, 

meliputi: 
 
a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan 

kegiatan pembangunan desa pada: 
 

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 
infrastruktur dasar; dan 

 
2. pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan infrastruktur 

ekonomiserta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan 

pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk 

ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan   produk   unggulan   desa   dan/atau   

produk   unggulan kawasan perdesaan. 
 
b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada: 

 
1. pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan infrastruktur 

ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan 
pemasaran untuk mendukung   penguatan   usaha   ekonomi   

pertanian   berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan 
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 

produk unggulan kawasan perdesaan; 
 

 
         2.  pengadaan........ 
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2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang 

diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa 
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan 

 
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. 

 
c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 

pembangunan pada: 
 

1. pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan infrastruktur 

ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan 
pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi 

pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan 
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan; 
 

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar 
sertapengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang 

diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan 
akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan 

lingkungan; dan 
 
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. 

 
Bagian Kedua 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
 

Pasal 10A1 
 
(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang 

Pemberdayaan Masyarakat  Desa  yang  ditujukan  untuk  
meningkatkan kapasitas dan   kapabilitas   masyarakat   desa   dalam   

penerapan   hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan 

pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan 
sumberdayanya sendiri. 

 

(2)  Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan antara lain: 
 

a. peningkatan   partisipasi   masyarakat   dalam   proses   
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa; 

 
b. pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di 

desa setempat; 

 
c. pengembangan ketahanan masyarakat desa; 

 
d. pengembangan ketahanan keluarga, antara lain: 

 
1) pembinaan kelompok bina keluarga balita; 
 

2) pembinaan kelompok bina keluarga remaja; 
 

3) pembinaan kelompok bina keluarga lansia; 
               4)  pembinaan UPPKS........... 
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4) pembinaan UPPKS; 

 
5) pembinaan PIK Remaja/KRR; 

 
6) pembinaan kampung KB. 

 
e.   pengelolaan   dan   pengembangan   sistem   informasi   desa   

melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat 
lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk 
pendataan dan penyebaran    informasi    pembangunan    dan    

pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu; 
 

f.   dukungan  pengelolaan  kegiatan  pelayanan  sosial  dasar  di  
bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, 

pemberdayaan perempuan dan anak seperti fasilitasi kegiatan forum 
anak desa, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota 
masyarakat desa penyandang disabilitas; 

 
g.   dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 

 
h.   dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik 

sosial serta penanganannya; 
 
i.   dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif 

yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
 

i.   dukungan  pengelolaan  usaha  ekonomi  oleh  kelompok  
masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa 

lainnya; 
 
j.   pendayagunaan   sumberdaya   alam   untuk   kemandirian   desa   

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 
 

k.   penerapan  teknologi  tepat  guna  untuk  pendayagunaan  
sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian 

berskala produktif; 
 

l.   pengembangan  kerja sama  antar  desa dan kerja sama desa 

dengan pihak ketiga; dan 
 

m. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. 

 
(3) Pengembangan  kapasitas masyarakat  desa sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh desa 

atau badan kerja sama antar desa dan dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 10B1 

 
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa 

berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi: 
 

 
           a.  Desa Tertinggal....... 
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a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi: 

 
1.   pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui 

penyertaan modal, pengelolaan  produksi,  distribusi  dan  
pemasaran  bagi  usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan 

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan. 

 
2.   pembentukan   usaha   ekonomi   warga/kelompok,   koperasi   

dan/atau lembaga  ekonomi  masyarakat  desa  lainnya  melalui  
akses  permodalan yang dikelola  BUMDesa  dan/atau  

BUMDesa,  pengelolaan  produksi, distribusi dan   pemasaran   bagi   
usaha  ekonomi  pertanian  berskala produktif  dan   usaha   
ekonomi   lainnya   yang   difokuskan   kepada pembentukan dan  

pengembangan  produk  unggulan  desa  dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan; 

 
3.   pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya 

alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan 
 
4.   pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi 

masyarakat desa secara berkelanjutan. 
 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang 

meliputi: 
 
1.   penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui 

penyertaan modal, pengelolaan  produksi,  distribusi  dan  
pemasaran  bagi  usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan 

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan; 
 
2.  penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau 

lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan 
yang dikelola BUMDesa dan/atau  BUMDesa,  pengelolaan  

produksi,  distribusi  dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian 
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya    yang    difokuskan    

kepada    pembentukan    dan pengembangan produk   unggulan   
desa   dan/atau   produk   unggulan kawasan perdesaan; 

 

3.   penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui 
pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 

 
4.   peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja 

terampil dan pembentukan wirausahawan di desa; dan 
 
5.   pengembangan  lapangan  kerja untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup 

masyarakat desa secara berkelanjutan. 
 

 
           c.  Desa Maju....... 
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c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat desa yang meliputi: 

 
1.  perluasan  usaha  BUMDesa  dan/atau  BUMDesa  Bersama  melalui 

penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran 
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi 

lainnya yang difokuskan   kepada   pembentukan   dan   
pengembangan   produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan; 

 
2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau 

lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan 
yang dikelola BUMDesa dan/atau  BUMDesa,  pengelolaan  

produksi,  distribusi  dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian 
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya    yang    difokuskan    
kepada    pembentukan    dan pengembangan produk   unggulan   

desa   dan/atau   produk   unggulan kawasan perdesaan. 
 

3.  perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam 
dan penerapan teknologi tepat guna; 

 
4.  peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa; dan 
 

5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan 
hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. 

 
d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju 

dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
desa untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  masyarakat  
desa  yang meliputi : 

 
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di 

bidang pendidikan, kesehatan,  pemberdayaan  warga  miskin,  
pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan 

masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang 
disabilitas; 

 

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 
 

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik 
sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta 

penanganan kejadian luar biasa lainnya; 
 

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa agar 

mampu berpartisipasi dalam   penggunaan   Dana  Desa  yang  
dikelola  secara transparan dan akuntabel; dan 

 
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola 

desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. 
 
e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju 

dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
desa untuk memperkuat sosial budaya desa yang meliputi : 

 
             1.  Penyusunan.......... 
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1. penyusunan produk hukum di desa yang dikelola secara demokratis 

dan partisipatif; 
 

2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta 
menegakkan peraturan hukum di desa; 

 
3. pembentukan   dan   pengembangan   keterbukaan   informasi   

untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa; 
 
4. penguatan  ketahanan  masyarakat  desa  melalui  penerapan  nilai-

nilai Pancasila; 
 

5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya desa. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten 
Malinau. 

 
Ditetapkan di Malinau 
pada tanggal  23 Agustus 2019. 

 

BUPATI MALINAU, 

 
 
 
 
YANSEN TP 

Diundangkan di Malinau 
pada tanggal 23 Agustus 2019. 

 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
 
 

 
ERNES SILVANUS 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 34. 


